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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG  

HAK CIPTA  
Lingkup Hak Cipta 

Pasal 1 Ayat 1 :
1. 	 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:
Pasal 113

1. 	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. 	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melaku-
kan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)  huruf c, huruf 
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

3. 	 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melaku-
kan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)  huruf a, huruf 
b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

4. 	 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam ben-
tuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan  men-
getahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak 
Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Prakata

Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
merupakan badan hukum sui generis yang ditugaskan mengelola 
investasi Pemerintah Pusat. Modal dari lembaga ini salah 
satunya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut 
UU Keuangan Negara, kekayaan negara yang dipisahkan 
merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, terdapat 
suatu ketentuan yang polemik yaitu Pasal 158 ayat (4) UU 
Ciptaker yang menjelaskan bahwa  keuntungan maupun 
kerugian dalam melaksanakan investasi yang dialami LPI 
adalah keuntungan atau kerugian LPI. Pada penjelasan Pasal 
158 ayat (4) UU Ciptaker menyatakan bahwa seluruh kekayaan 
LPI adalah milik LPI dan setiap kerugian yang dialami oleh LPI 
bukan merupakan kerugian negara. Kekhususan yang dimiliki 
LPI ini berpotensi memicu peluang bagi terciptanya kejahatan 
terhadap keuangan negara karena LPI mendapatkan suntik 
modal dari pemerintah sebanyak 75 Triliun.

Buku yang berjudul “LPI dalam Lingkar 
Pertanggungjawaban Kerugian Negara” ini memuat gambaran 
mengenai cara menentukan kerugian investasi yang terjadi pada 
Lembaga Pengelola Investasi serta apakah kerugian tersebut 
dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan 
pertanggungjawaban pidana kepada LPI. 
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Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala 
rahmat, taufik, dan hidayah yang diberikan-Nya selama proses 
penulisan buku ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang turut andil membantu menyelesaikan buku 
ini. Penulis berharap  tulisan ini dapat menambah khazanah 
keilmuan bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa hukum, 
serta masyarakat dalam memahami pertanggungjawaban 
kerugian negara pada perusahaan negara khsususnya Lembaga 
Pengelola Investasi. Tentunya buku ini masih jauh dari kata 
sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa kritik 
dan saran yang membangun sangatlah diharapkan.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(UU Ciptaker)  menghadirkan inisiatif baru dari pemerintah 
dalam mendirikan Lembaga Pengelola Investasi yang bertujuan 
untuk mengelola investasi Pemerintah Pusat. Sebelumnya, 
kegiatan pengelolaan investasi pemerintah dilaksanakan oleh 
satuan kerja pada Kementerian Keuangan bernama Pusat 
Investasi Pemerintah (PIP) dengan pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (PKK-BLU) yang bertanggung jawab 
dan berada dibawah kepada Menteri Keuangan.1 PIP dibentuk 
dengan mengacu pada skema Sovereign Wealth Funds (SWF) 
yang dimiliki oleh Malaysia, yaitu Khazanah Nasional Berhad 
serta Temasek Holding dan Government Investment Center (GIC) 
yang dimiliki oleh Singapura.2 Namun, dirasa kinerja yang 

1	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Berita Negara Tahun 2011 Nomor 508, Pasal 
1 dan Pasal 2

2	  I Made Murdwarsa Febriyanta, “Mengenal Sovereign Wealth Fund, Dana Investasi untuk 
Masa Depan Bangsa”, (19 January 2021), online: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/

Bab 1  
Pendahuluan
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A.	 Lembaga Pengelola Investasi

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga 
yang memiliki wewenang khusus atau menurut UU Ciptaker 
dianggap sebagai lembaga sui generis yang ditugaskan mengelola 
Investasi Pemerintah Pusat.11 LPI adalah Sovereign Wealth Fund 
(SWF) yang telah dikenal secara global serta dibentuk oleh 
beberapa negara. Pasal 156 UU Ciptaker menjelaskan bahwa 
LPI yang dimiliki Pemerintah Pusat berbentuk badan hukum 
serta bertanggung jawab kepada Presiden. Merujuk pada 
penjelasan Pasal 165 ayat (1) UU Ciptaker dan ketentuan Pasal 
74 PP 74/2020, LPI dapat disebut Indonesia Sovereign Wealth 
Fund atau menggunakan nama Indonesia Invesment Authority 
yang disingkat INA.

11	 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (PP 
74/2020), Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 286, Pasal 1 angka 2

Bab 2  
Kajian Pustaka
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4.	 Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari 
stakeholders terhadap perusahaan;

5.	 Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Penerapan GCG yang konsisten dan efektif dalam 

mengelola suatu perusahaan dapat memberikan manfaat 
yang menurut Newel dan Wilson dapat meningkatkan nilai 
perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi 
risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-
keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum 
meningkatkan kepercayaan investor.41

Secara garis besar terdapat 5 prinsip dasar yang terkandung 
dalam Good Corporate Governance, yaitu42 :

1.	 Keterbukaan Informasi (Transparency)
Prinsip ini diartikan sebagai keterbukaan dalam hal 

informasi perusahaan serta memberikan kesempatan kepada 
para pihak yang berkaitan dengan perusahaan untuk ikut 
terlibat dan berperan dalam proses pengambilan keputusan 
perusahaan.43 GCG haruslah menjamin pengungkapan 
informasi terhadap seluruh kejadian penting yang berkaitan 
dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai 
kinerja, kondisi finansial, pengaturan perusahaan, dan 
sebagainya.

41	 Jojok Dwiridotjahjono, Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan 
Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 
5, No. 2, 2009, h. 107

42	 Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga Saputra, op.cit, h. 249-251
43	 Jojok Dwiridotjahjono, op.cit, h. 106
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2.	 Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (Doctrine of 
Vicarious Liability)
Doktrin ini menjelaskan bahwa vicarious liability bisa 

dianggap sebagai pertanggungjawaban pengganti, karena 
majikan merupakan penanggungjawab utama apabila terjadi 
suatu tindak pidana dalam suatu korporasi yang dilakukan 
oleh anggota atau karyawannya. Pertanggungjawaban 
yang dimaksud ini merupakan pertanggungjawaban 
yang dibebankan pada majikan atau supervisor apabila 
terdapat karyawan yang melakukan tindak pidana atau 
menyimpang. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang 
menyimpang dari ajaran kesalahan.66 Hal ini dikarenakan 
dalam doktrin tersebut pertanggungjawaban dibebankan 
karena perbuatan dari orang lain atau seringkali diartikan 
sebagai pertanggungjawaban pidana tidak langsung.67

3.	 Ajaran Delegasi (Doctrine of Delegation)
Doktrin ini menjelaskan bahwa  pembebanan 

pertanggungjawaban pidana dilandasi dengan pelimpahan 
kewenangan. Apabila penerima wewenang delegasi 
melakukan tindak pidana korporasi, maka korporasi yang 
melimpahkan kewenangan  harus bertanggungjawab atas 
perbuatan penerima wewenang.68

66	 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana (Semarang: Badan Penyedia Bahan 
Kuliah FH UNDIP, 1988). h. 33

67	 Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia, 1989). h. 93

68	 Sutan Remy Sjahdeni, Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, 
(Jakarta: Kencana, 2017), h. 170
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Untuk menentukan kerugian investasi yang terjadi pada 
LPI perlu dianalisis terlebih dahulu mengenai kedudukan 
keuangan negara pada LPI. Menjawab hal tersebut diperlukan 
untuk memahami instansi yang berwenang untuk memeriksa 
pengelolaan LPI. Bahwa kerugian investasi pada LPI dapat 
disebabkan fraud atau kecurangan. Apabila diketahui adanya 
indikasi fraud atau kecurangan yang menimbulkan kerugian, 
maka diperlukan akuntansi forensik untuk mengungkap adanya 
fakta akuntansi yang tidak sesuai dengan aturan melalui bukti 
yang digunakan dalam proses hukum di pengadilan.

A.	 Kedudukan Keuangan Negara pada Lembaga Pengelola 
Investasi

Modal LPI berasal dari penyertaan modal negara berupa 
dana tunai, barang milik negara, piutang negara pada BUMN 
atau perseroan terbatas (PT), dan saham milik negara pada 

Bab 3
Menentukan Kerugian Investasi yang 

Terjadi pada Lembaga Pengelola Investasi
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